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Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Isu hukum kian berkembang seiring dengan kegiatan manusia yang sangat dinamis. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM mengakhiri edisi di tahun 2023 dengan sajian artikel yang aktual dan kontekstual. Pada Volume 30 Nomor 3
September 2023 ini diawali dengan kajian dari Ari Hernawan yang membahas mengenai “Makna dan Penerapan Uang
Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. la menyatakan bahwa hingga
saat ini tidak ada penafsiran otentik dan ketentuan mengenai besaran uang pisah dalam peraturan ketenagakerjaan di
Indonesia. Sehingga pada akhirnya hakim menentukan bahwa besaran uang pisah sama dengan perhitungan uang
penghargaan masa kerja. Bergeser pada isu pajak, Siti Rahma Novikasari mengkaji berkaitan dengan “Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Green Tax Reform”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green tax
reform yang terlaksana di Indonesia memberikan penguatan pada beberapa kewenangan, meskipun di sisi lain juga
terdapat kewenangan yang terdegradari. Sehingga dalam hal ini diperlukan perluasan dan penguatan green tax reform
pada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Fenomena rangkap jabatan telah terjadi di beberapa tahun terakhir. Ombudsman Republik Indonesia
mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 terdapat 397 anggota komisaris BUMN serta 167 anggota komisaris anak
perusahaan BUMN yang menduduki jabatan rangkap pada institusi dan lembaga lain. Putra Adibili Anam dan Inda
Rahadiyan mengkaji mengenai “Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN:
Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat” untuk merepon fenomena tersebut. Penelitian ini memberikan
gagasan perlunya pemangku kebijakan untuk melakukan harmonisasi pengaturan interlocking directorates. Gagasan
segar selanjutnya disajikan oleh Go Lisanawati dan Yaries Mahardika Putro yang mengkaiji berkaitan dengan “Legal
Construction of Stateless Person Who Resides in Indonesia in Terrorist Financing”. la menyimpulkan bahwa perlu
adanya konstruksi hukum berkaitan dengan penyusunan ketentuan yang memadai untuk melawan pendanaan
terorisme.

Selain beberapa artikel di atas, terdapat berbagai artikel menarik lainnya. Artikel penelitian Kana Kurnia, Indra
Rizqullah Fawwas, dan Lita Herlina mengangkat isu tentang “Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara
Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan”. Ada juga artikel yang menganalisis “Urgensi Konsep Pembaruan
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” sebagaimana ditulis oleh Dwi
Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan. Kemudian, artikel selanjutnya disajikan oleh Ismail, Fakhris Lutfianto
Hapsoro, dan Andi Muhammad Rezaldy yang membahas mengenai “Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap
Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan®. Muhammad Abdul Kholiq dan Mahrus Ali membahas berkaitan
“Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Nasional”. Mustika Prabaningrum, Ahmad Khairun, dan Ari Nur Rahman mengkaji kaitannya dengan
“Kedudukan Harta Waris dalam Kaitannya dengan Program Pengungkapan Sukarela dalam Perpajakan”. Terakhir,
edisi kali ini ditutup dengan artikel hasil penelitian Natasya Yunita Sugiastuti, Rakhmita, dan Nahla Samir tentang
“Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia”.

Akhir kata, kami berharap agar edisi penutup di tahun 2023 ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang luas
di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis
artikel yang telah menyelesaikan proses penyuntingan dengan baik, serta kepada Mitra Bestari yang telah dengan
cermat dan amat baik menelaah dan memberikan catatan untuk penerbitan edisi ini.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Redaksi



